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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum dan 
perlindungan hukum pekrja pada perusahaan milik negara dalam hal keselamatan 
kerja di kantor PT.PLN (Persero), serta bertujuan untuk mengetahui bentuk 
pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan terhadap pegawai atau pekerja 
apabila terjadi suatu kecelakaan kerja dalam  melakasankan pekerjaannya. 
 Lokasi penelitian yang dipilih penyusun dalam menjawab permasalahan 
tersebut yaitu Kantor PT.PLN (Persero) Wilayah VIII Sulselrabar. Adapun 
pendekatan penelitian yang digunakan penyusun yaitu pendekatan yuridis 
(normatif) dan dan sosiologis. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, 
dimana sumber data berasal dari Staff Bidang K2&K3L kantor PT.PLN yang 
bersangkutan langsung dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan data yaitu 
berupa wawancara serta dokumentasi dan dari data tersebut dianalisis secara 
kualitatif melalui tahapan penyajian data dan untuk menghasilkan sebuah 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian pada kantor PT.PLN (Persero) Wilayah VIII Sulselrabar 
menunjukkan bahwa kedudukan hukum dan perlindungan hukum pegawai atau 
tenaga kerja dalam hal keselamatan kerja di PT.PLN, diatur dalam Peraturan 
Direksi PT.PLN (Persero) No.0250 Tahun 2009 tentang Pedoman Keselamatan 
Kerja. Adapun bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan kerja 
dengan memberikan jaminan kesehatan dan menanggung beban biaya perawatan 
medis serta memberi tanggungan atas pegawai yang dinyatakan meninggal dunia 
disebabkan oleh kecelakaan kerja. 
 Saran yang diberikan yakni seharusnya perusahaan lebih memperhatikan 
pegawai dan pekerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berhubungan 
langsung dengan tegangan listrik baik tegangan rendah maupun tegangan tinggi 
karena sangat besar resiko terjadinya kecelakan kerja. Serta sebaiknya proses 
pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan kerja dibentuk dalam sebuah 
aturan agar lebih jelas dan tegas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu 
system aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah 
peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam 
kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.1 Peraturan-peraturan hukum 
sebagaimana yang dahulu ada dan sekarang sudah ada serta akan juga ada dimasa 
yang akan datang adalah dibuat dan diperuntukkan bagi manusia.2 
Indonesia salah satu negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam 
UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) “Indonesia adalah negara hukum”. Dan segala bentuk 
aktivitas negara dan masyarakatnya diatur oleh hukum. Adanya norma yakni 
untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Jika tidak ada norma-
patokan/ukuran untuk bersikap atau bertindak – maka akan terjadi benturan tanpa 
adanya penyelesaian  antara kepentingan seseorang dengan kepentingan orang 
lain, kepentingan masyarakat ataupun kepentingan negara.3. PT. Perusahan Listrik 
Negara Persero yang biasa disingkat dengan PT. PLN. Merupakan salah satu 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang penyedia tenaga 
listrik kemudian menjadi kebutuhan terbesar bagi 
                                                          
1
 Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusa Media, 2014), 
h. 3 
2
 Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. (Bandung : PT. 
Citra Aditya Bakti,2012) h. 63 
3
 Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Rajawali 
Pers : 2014) h. 47 
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pekerjaannya. Tujuan dibentuknya sebagai pelaksana pembangunan 
ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan, 
hal ini sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-
empat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan misi PLN menjadikan tenaga 
listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 
mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong menjalankan kegiatan usaha 
yang berwawasan lingkungan. 
Faktor pendorong yang sangat penting bagi suatu perusahaan adalah 
tenaga kerja atau pekerja yang bekerja untuk menjalankan aktivitas suatu 
perusahaan. Ada dua kategori dalam kaitan  dengan seseorang melakukan 
pekerjaan, yaitu : pertama yang melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri 
(swakerja) dan kedua yang melakukan pekerjaan untuk orang lain/ pihak lain. 
Pada dasarnya bekerja untuk pihak lain  dengan harapan akan mendapatkan 
imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, sebagaimana pengertian pekerja  
berdasarkan ketentuan perundangan-undangan Pasal 1 angka 3 UU No.13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang 
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari 
pengertian tesebut , maka setiap orang yang termasuk dalam kategori tesebut 
adalah pekerja, hanya saja ada perbedaan ketentuan yang berlaku terhadap 
pekerja. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, ada perbedaan 
ketentuan yang berdasarkan kepada siapa pemberi kerjanya, sehingga ada 
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perbedaan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, disamping ketentuan 
yang belaku bagi pekerja/buruh di perusahaan.4 
Dengan diadakannya perjanjian kerja maka tejalin hubungan kerja antara 
pemberi kerja dengan penerima kerja yang bersangkutan, dan selanjutnya akan 
berlaku tentang hukum perburuhan, antara lain mengenai syarat-syarat kerja, 
jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan penyelesaian perselisihan 
dan pemutus hubungan kerja.5 
Perlindungan tenagakerja sangat mendapat perhatian dalam Hukum 
Ketenagakerjaan. Beberapa aturan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjan, diantara mengatur hak-hak pekerja sebagai berikut :6 
1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagai mana yang 
tercantum pada Pasal 4 huruf c UU No.13 Tahun 2003  yakni memberikan 
perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan  
2. Pasal 5 UU No.13 Tahun 2003 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan 
yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan  
3. Pasal 6 UU No.13 Tahun 2003 Setiap pekerja atau buruh berhak 
memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi perusahaan.   . 
4. Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2003 Setiap pekerja atau buruh berhak 
memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan 
                                                          
4
  Aloysius Uwiyono, SIti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, 
Asas-asas Hukum Perburuhan  (Jakarta :Rajawali Pers, 2014).  h.49 
5
 Aloysius Uwiyono, SIti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, Asas-
asas Hukum Perburuhan , h.52 
6
 Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Firdaus Sholihin, Hukum Ketenagakerjaan ( Jakarta 
: Sinar Grafika, 2016 ) h. 31 
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kompetensi kerja sesuai dengan bakat,minat, dan kemampuannya melalui 
pelatihan kerja  
5. Pasal 12 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 Setiap pekerja atau buruh 
memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai 
dengan bidang tugasnya.  
6. Pasal 31 UU No.13 Tahun 2003 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah 
pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar 
negeri.  
7. Pasal 86 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Setiap pekerja atau buruh berhak 
memperoleh perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan 
kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia serta nilai-nilai agama.  
8. Pasal 88 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Setiap pekerja atau buruh berhak 
memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. 
9. Pasal 99 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Setiap pekerja atau buruh dan 
keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 
10. Pasal 104 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Setiap pekerja atau buruh berhak 
membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau buruh. 
Setiap manusia baik warganegara maupun orang asing dengan tidak 
memandang agama maupun kebudayaan, sejak dilahirkan sampai meninggal 
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dunia adalah subjek hukum, atau  pendukung hak dan kewajiban.7 Salah satu hak 
tenaga kerja ialah hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan bahwa Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh 
perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja agar dapat melaksanakan 
pekerjaan dengan baik, seperti pada surah At-taubah ayat 105  : 
 ا ُِلقَو َنْو ُّدَُرتَسَو. َنُْونِم ْؤُمْلاَو ُُهلْوُسَرَو ْمُكَلَمَع الله ىريسفا ُولَمْع
 { َنُؤلَمَْعت ُْمتْنُك اَمِب ْمُُكعِبَُنيَف َِةداَهَشلاَو ِبَْيغْلِا مِلَع َىلِا۵۰۱} 
 
Artinya : 
  “ dan katakanlah : bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 
pekerjaanmu, begitu juga RasulNya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 
diberitakaNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 
Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak 
yang diakui dan dilindungi oleh hukum.8 Adapun kewajiban – kewajiban tenaga 
kerja dalam hal keselamatan kerja adalah :9 
1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai 
pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja. 
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan 
3. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan 
kerja yang berlaku di tempat/perusahaan yang bersangkutan. 
                                                          
7
 Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.120 
8
 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Kencana, 2016) h.141 
9
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta :Rajawali Pers,2014). h. 137 
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Hak-hak tenaga kerja : 
1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar 
dilaksanakan semua syarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja 
yang diwajibkan ditempat kerja/perusahaan yang bersangkutan. 
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan apabila syarat 
keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang 
diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus 
ditetapkan lain oleh pengawai pengawas dalam batas-batas yang 
masih dapat dipertanggungjawabkan. 
 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat 
bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi 
timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan 
kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan 
kerja dan peyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal 
demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya 
perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. 
Namun, patut disayangkan tidak semua perusahaan memahami arti pentingnya K3 
dan bagaimana mengimplementasikannya dalam lingkungan perusahaan.10 
Apabila program K3 terlaksana sebagaimana mestinya maka tujuan dari Pasal 86 
Ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 2003 akan tercapai mengenai hak 
pekerja/buruh untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja. 
                                                          
10
 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan,(Jakarta: Sinar Grafika ,2009). h. 168-169 
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 Namun, yang menjadi pertanyannya adalah seberapa penting perusahaan 
berkewajiban menjalankan prinsip K3 di lingkungan perusahaannya. Patut 
diketahui pula ide tentang K3 sudah ada sejak 20 tahun lalu, namun sampai kini 
masih ada pekerja/buruh dan perusahaan yang belum memahami aturan tersebut. 
Seringkali mereka melihat peralatan K3 adalah sesuatu yang mahal dan seakan-
akan menggangu proses bekerjanya seorang pekerja/buruh.11  
Nanum pada kenyataannya program K3 tidak terlaksana sebagaimana 
mestinya sampai kini masih ada pekerja/buruh dan perusahaan yang belum 
memahami aturan tersebut. Seringkali mereka melihat peralatan K3 adalah 
sesuatu yang mahal dan seakan-akan menggangu proses bekerjanya seorang 
pekerja/buruh.12  Akibatnya banyak pekerja yang mengalami  kecelakaan kerja 
yang terjadi dilapangan seperti yang terjadi di Kab. Gowa terkait meninggalnya 6 
Pekerja akibat tersengat aliran listrik ketika hendak melakukan pemeliharaan 
rutin.13 Dan Kecelakaan Kerja juga terjadi menimpa salah satu tenaga kerja di 
Jalan Andi Tonro Kota Makasssar sekitar bulan Maret 2018. Hal tersebut terjadi 
mungkin disebabkan karena kurangnya pengawasan perusahaan terhadap pekerja, 
kurangnya sosialisasi perusahaan akan pentingnya keselamatan kerja, dan juga  
pekerja yang tidak mementingkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam 
melaksanakan pekerjaanya. 
Dengan maraknya kecelakaan kerja yang terjadi pada pegawai perusahaan 
                                                          
11
 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan,(Jakarta: Sinar Grafika ,2009). h. 170 
12
 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan,). h. 170 
13
  6 Pekerja PLN tewas tersetrum listrik 
https://www.tribunnews.com/2014//01/31/penjelasan-pln-soal-6-pekerja-tewas-tersengat-listrik 
diakses pada Senin tanggal 28 Mei 2017 
 
8 
 
sehingga peneliti mengangkatkan judul “Kedudukan Hukum dan Perlindungan 
Hukum Pekerja Pada Perusahaan Milik Negara dalam Hal Keselamatan 
Kerja ( Studi Kasus Kantor PT PLN Wilayah VIII Sulselrabar Kota 
Makassar)”.   
 Mengingat bahwa PT.PLN  adalah salah satu perusahaan milik Negara 
terbesar di Indonesia dengan yang memiliki resiko  kecelakaan kerja yang tinggi 
maka diperlukan untuk mengkaji tentang keselamatan dan perlindungan bagi para 
pekerja di PT.PLN Persero.  
 
 Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran 
para pekerja tentang pentingnya menjaga keselamatan kerja dan perusahan 
mampu menjamin perlindungan keselamatan kerja para pekerjanya terkhusus pada 
kantor Perusahan PT. PLN Wilayah VIII Sulselbar Kota Makassar. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pegawai PT. PLN  yang 
membahas tentang Kedudukan dan Perlindungan Hukum Peg 
awai Perusahan Milik Negara, terlebih dalam hal keselematan kerja sebagaimana 
diatur dalam pasal : 
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
2. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan 
Keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai upaya  dalam 
usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakan dan penyakit akibat kerja 
ditempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus dterapkan dan 
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dilaksanakan disetiap tempat kerja (Perusahan).14 Maka dari itu pentingnya 
mengkaji tentang Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan 
Milik Negara dalam Hal Keselamatan Kerja dilingkungan PT. PLN Persero 
Wilayah VIII Sulsebar Kota Makassar. 
C. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan latar belakang di atas 
tersebut, maka pokok pembahasan yang akan diteliti adalah: 
1. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pegawai 
perusahaan PT. PLN Persero? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan PT.PLN  terhadap kecelakaan 
kerja yang terjadi akibat lalainya pekerja akan pentingnya keselamatan 
kerja ? 
D. Tujuan Penelitian  
 Mengacu dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 
hendak di capai peneliti adalah: 
1. Untuk mengetahui kedudukan dan perlidungan hukum pegawai perusahan 
milik negara khusunya dalam hal keselamatan kerja. 
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan PT.PLN  terhadap 
kecelakaan kerja yang terjadi akibat pekerja yang lalai akan pentingnya 
menjaga keselamatan kerja. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
                                                          
14
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakejaan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 
133 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi 
pemerintah, pegawai perusahan dan pemimpin perusahaan yang terkait 
dengan Kedudukan hukum dan perlindungan hukum pegawai perusahan 
dan diharapkan tulisan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai 
akan pentingnya menjamin dan menjaga keselamatan kerja pegawai/ 
pekerja perusahaan. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi mengenai 
kedudukan hukum dan perlindungan hukum pegawai perusahan dalam hal 
keselamatan kerja baik itu bagi akademisi maupun bagi praktisi dibidang 
hukum tanpa menutup kemungkinan bagi pihak manapun yang memiliki 
ketertarikan dibidang ini. 
 
E. Kajian Pustaka   
 Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan dan teori dari 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa 
literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang 
relevan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Buku, Sayid Mohammad Rifqi Noval dalam bukunya Hukum 
Ketenagaerjaan. 
  Dalam buku ini membahas tentang keadilan dalam lingkup 
ketenegakerjaan yang berlangsung di Indonesia, buku ini juga 
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memerikan alternatif pandangan terkait konsep keadilan dalam lingkup 
ketenaga kerjaan yang sebaiknya diterapkan di Indonesia.  
2. Buku, Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, 
Melania Kiswandari, dalam bukunya Asas-asas Hukum Perburuhan. 
  Dalam buku ini membahas tentang pokok-pokok hukum 
perburuhan yang menjadi dasar berlakunya hukum peruburuhan, serta 
memberikan uraian tentang letak hukum perburuhan dalam Sistem 
Hukum Perburuhan. Kemudian membahas tentang pengerahan dan 
pendayaguna Tenaga Kerja, hubungan industrial, kesehatan dan 
keselamatan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan pemutusan kerja. 
3. Jurnal, Elia Jesika Mening, Problematika Yuridis PT. Perusahaan 
Listrik Negara (Persero) dalam Pelaksanaan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalisatrikan. 
  Dalam jurnal ini membahas tentang PLN Sebagai Perusahaan 
BUMN memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan dan 
memberikan pelayanan dan menjamin agar ketersediaan pasokan tenaga 
listrik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 
1. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Beberapa Ahli 
Beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari 
perlindungan hukum diantaranya :15 
a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah 
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang 
lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum 
adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap 
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan 
ketentuan hukum dari kesewenangan. 
c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum 
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 
aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 
ancaman dari pihak manapun. 
d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai 
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 
hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 
                                                          
15 https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html diakses pada tanggal 
Senin, 23 April 2018  
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perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang 
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 
e. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti 
dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak 
dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek 
hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 
Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk 
melakukan suatu tindakan hukum. 
Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya 
suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan 
sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua 
macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:16 
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 
mencegah terjadinya sengketa. 
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan 
yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan 
                                                          
16
 Senin, 23 April 2018 diakses melalui 
https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html 
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hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada 
pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan 
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 
Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 
dengan tujuan dari negara hukum.17 
Dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum adalah hal yang  
merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Mengapa 
dianggap penting ? karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula 
                                                          
17
 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Beberapa Ahli diakses melalui, 
https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html pada tanggal Senin, 2 April 
2018.   
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hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui 
bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga 
negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban 
satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. 
Namun disisi lain  perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara 
itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada 
warga negaranya. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada 
hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 
oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 
aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 
pihak manapun.  
B. Pegawai atau Pekerja 
1. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Hukum di Indonesia 
Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia terletak 
dibidang hukum administrasi/tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana., 
hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada hubungan hukum privat. 
Hubungan itu didasarkan pada hukum perikatan yang menjadi bagian dari hukum 
perta. Pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas atau lebih tepatnya dapat 
menjalankan fungsi fasilitator apabila ternyata dalam pelaksanaan muncul 
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perselisihan yang tidak dapat mereka selesaikan. Selain itu, fungsi pengawasan 
dari pemerintah dapat maksimal apabila secara filosofis kedudukan pemerintah 
lebih tinggi daripada yang diawasi (pekerja-pengusaha).18 
Terdapat dua hal yang harus diperhatikan ketika melihat kedudukan 
hukum ketenagakerjaan di dalam hukum administrasi, yaitu subjek hukum  dalam 
penyelenggaraan negara dan bagaimana perannya. Subjek hukum dalam 
penyelenggaraan negara terdapat tida hal, yaitu pejabat, lembaga, dan warga 
negara. Dalam hal ini, pejabat adalah pejabat negara yang tunduk pada ketentuan 
hukum administrasi. Peranannya berkaitan dengan menjalankan fungsi negara 
dalam pembuatan  peraturan atau pemberian izin (bestuur), bagaimana negara 
melakukan pencegahan terhadap sesuatu hal yang dapat terjadi dan bagaimana 
hukumnya.19 
2. Pengertian Pegawai atau Pekerja 
 Kata pekerja memiliki artian sangat luas, yakni setiap orang yang 
melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Istilah 
yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau 
bekerja yang lebih diidentikkan pada pekerjaan nonfisik seerta sifat pekerjaannya 
halus dan tidak kotor, contoh karyawan bank dan sebagainya.  
 Pasal 1 angka 6 UU No.12 Tahun 2000 tentang  Serikat Pekerja atau 
Serikat Buruh dan Pasal 1 angka 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang 
                                                          
18
 Astri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Bandung: Sinar Grafika, 
2009). h 14 
19
 Sayid Mohammad Noval, Hukum Ketenagakerjaan (Bandung: PT. Refika 
Aditama,2017) h. 120 
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Ketenagakerjaan, memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang 
yang bekerja dengan mnerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.20 
Munculnya istilah buruh/pekerja  yang disejajarkan  disebabkan selama 
ini pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja 
karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan 
kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan. Karena itulah pada era 
Orde Baru istilah Serikat Buruh diganti dengan istilah Serikat Pekerja. Serikat 
Pekerja pada saat itu sangat sentralistik sehingga mengekang kebebasan buruh 
untuk membentuk organisasi/serikat serta tidak respons terhadap aspirasi buruh. 
Itulah sebabnya ketika RUU Serikat Buruh/Pekerja dibahas terjadi perdebatan 
panjang mengenai istilah ini, dari pemerintah menghendaki istilah pekerja 
sementara dari kalangan buruh/pekerja menghendaki istilah buruh karena trauma 
masa lalu dengan istilah pekerja yang melekat pada serikat pekerja. Pada saat itu 
serikat pekerja dikeendalikan untuk kepentingan pemerintah, akhirnya ditempuh 
jalan tengah dengan mensejajarkan kedua istilah tersebut.21 
Pekerja /buruh sebagi warga negera mempunyai persamaan kedudukan 
dalam hukum, hak, untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, 
menegeluarkan pendapat, berkumpul dalam sautu organisasi, serta mendirikan dan 
menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.  
                                                          
20
 Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, Hukum Ketenagakerjaan, 
(Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h .2-3 
21
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta : Rajawali Pers. 2014)., h 31-
32 
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Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi 
pekerja/buruh yang telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Demikian pula telah 
diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia Konvensi ILO No.87 tentang 
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan Konvesnsi 
ILO No.98 mengenai berlakunya Dasar-dasar untuk Berorganisasi dan untuk  
Berunding Bersama. Kedua konvensi tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi 
pekerja/buruh untuk berorganisasi dengan mendirikan serikat pekerja/ serikat 
buruh.  
Upaya menciptakan hubungan industrial adalah dalam rangka mencari 
keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, karena 
ketiga komponen ini masing-masing mempunyai kepentingan. Bagi pekerja 
perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber 
penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarga dan bagi pengusaha 
perusahaan adalah wadah untuk mengesploitasi modal guna mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat 
penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari 
kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat karena itulah pemerintahmempunyai kepentingan dan 
bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan.22 
Di samping itu, dimaklumi bahwa pekerja/buruh sifatnya lemah, baik dari 
segi ekonomi maupun segi dari segi kedudukan dan pengaruhnya terhadap 
pengusaha. Karena itu akibatnya, pekerja tersebut tidak mungkin bisa 
                                                          
22
 Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum 
Perburuhan, (Jakarta : Rajawali Pers 2008) h. 235. 
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memperjuangkan hak-haknya ataupun tujuannya secara perseorangan tanpa 
mengorganisasi dirinya dalam suatu wadah untuk dapat  mencapai tujuannya. 
Wadah yang dimaksudkan itu sekarang disebut serikat pekerja/serikat buruh 
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 TAhun 2000 
tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 
untuk pekerja/buruh, baik diperushaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat 
bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna 
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh 
serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. ( Pasal 1 
Angka 17 UU No. 23 Tahun 2003, jo Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh).  
Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu serikat 
pekerja/serikat buruh harus mengandung sifat bebas, terbuka, mandiri, 
demokratis, dan bertanggungjawab.  
a. Bebas, maksudnya bahawa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh tidak di bawah pengaruh dan tekanan dari pihak lain. 
b. Terbuka bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan 
pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis 
kelamin. 
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c. Mandiri bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan 
organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikedalikan oleh pihak lain 
di luar organisas. 
d. Demokrasi bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, 
memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan 
sesuai dengan prinsip demokrasi. 
e. Bertanggung jawab bahwa hak dalam mencapaitujuan dan melaksanakan 
kewajibannya serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan 
negara.23  
C. Perusahaan Milik Negera 
1. Perusahaan 
Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah 
memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusaaan itu. 
Pihak pembentuk undang- undang agaknya berkehendak menyerahkan 
perumusan perusahaan kepada pandangan para ilmuan. 
 
 
 
 
                                                          
23 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja  Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja , 
(Jakarta : Rajawali Pers, 2008). Hlm 23-24 
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Sehubungan dengan itu perumusan tentang perusahaan pernah diberikan oleh : 
a. Menteri Kehakiman Belanda 
Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang 
berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta 
dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri. 
b. Molengraaff : 
Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur :24 
1) terus menerus atau tidak terputus-putus ; 
2) secara terang-terangan ( karena berhubungan dengan pihak ketiga); 
3) dalam kualitas tertentu ( karena dalam lapangan perniagaan ); 
4) menyerahkan barang-barang ; 
5) mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan  
6) harus bermaksud memperoleh laba. 
Menurut Ensiklopedia Bebas Wikipedia, perusahaan adalah tempat terjadinya 
kegiatan produksi  dan berkumpulnya semua factor produksi.  Setiap perusahan 
ada yang terdaftar di pemerintah dan  ada pula yang tidak. Bagi yang terdaftar di 
pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha 
ini adalah status perusahan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.  
 Perkembangan pengertian perusahaan dapatt dijumpai dalam UU No.3 
Tahun 1992 tetang Wajib Daftar Perusahaan , dan UU No.8 Tahun 1997 tentang 
Dokumen Perusahaan. 
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 C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Hukum Perusahan Indonesia ( Aspek Hukum dalam 
Ekonomi), (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2005) h.67 
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 Menurut Pasal 1 Huruf b UU No.3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap 
bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta 
berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh atau 
laba. 
 Pasal 1 butir 2 UU No.8 Tahun 1997 mendefenisikan perusahaan sebagai 
bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan 
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh 
orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau 
bukan badam hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara 
Republik Indonesia.  
 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat 
dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini :25 
1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang peseorangan atau badan 
usaha; 
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus ; dan 
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba. 
2. Bentuk – bentuk Perusahaan 
 Bentuk-bentuk usaha/perusahaan (business organization) yang dapat 
dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar 
dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut masih merupakan peninggalan masa lalu 
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(pemerintah belanda). Namun di antaranya sudah ada yang telah diganti dengan 
sebutan dalam bahasa Indonesia. Nama-nama yang masih terus digunakan dan 
belum diubah pemakaiannya misalnya, Burgelijk Maatschap/Maatscha, 
Vennootschap onder Firma atau Firma (Fa), Commanditaire Vennootschap (CV). 
Selain itu, adapula yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau 
PT, yang sebenarnya berasal dari Naamloze Vennootschap (NV). Di sini kata 
“Vennootschap”diartikan menjadi kata “perseroan”, sehingga dengan demikian 
dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, dan Perseroan 
Terbatas. Bersamaan dengan itu, ada juga yang menggunakan kata perseroan 
dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan perusahaan pada umumnya. 
 Apabila diperhatikan kata “perseroan”, berasal dari kata “sero” yang 
artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau 
sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “pesero” atau 
lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. 
 Berdasarkan pada beberapa defenisi perusahaan yang dikemukakan di atas, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perkumpulan dan badan usaha itu 
bermacam-macam, diantaranya :26 
1. Ditinjau dari segi himpunan (perkumpulan), di bagi dua : 
a. Himpunan orang (persoonen associatie /nirlaba). Himpunan orang 
memiliki karakter, antara lain : pengaruh asosiasi terhadap anggotanya 
yang sangat besar; anggotanya sedikit/terbaas; dan anggotanya tidak 
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mudah keluar/masuk (tertutup). Contoh perkumpulan yang urni tidak 
menjalankan perusahaan antara lain IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia); 
IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia); HIPMI ( Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia). Sedangkan Koperasi termasuk himpunan 
orang yang menjalankan usaha. 
b. Himpunan Modal (capial associatie/laba). Contohnya Firma; CV; NV/PT. 
pembagian dari segi himpunan atau perkumpulan ini pada hakikatnya 
merujuk pada penggolongan Persekutuan/Perkumpulan Perdata 
(Burgelijke Maatschap)  yang bida dimanifestasikan dalam dua bentuk, 
bauk untuk menjalankam perusahaan ataupun tidak. Walaupun pada 
awalnya kedua jenis Persekutuan/Perkumpulan Perdata dimaksudkan 
untuk menjalankan usaha. 
2.  Ditinjau dari jumlah pemilik modalnya, bentuk usaha atau perusahaan dibagi 
dua, yaitu : 
a. Usaha atau perusahaan perseorangan (satu pengusaha/pemilik modal). 
b. Usaha atau perusahaan berbentuk persekutuan (beberapa 
pengusaha/pemilik modal).  
3.  Baik secara teoritis maupun ditinjau dari status hukumnya, bentuk 
usaha/perusahaan memiliki dua bentuk : 
a. Bentuk usaha/perusahaan bukan badan hukum. Misalnya Vennootschap 
onder Firma (Firma), dan Commanditer Vennootschap (CV). 
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b. Bentuk usaha/perusahaan badan hukum. Misalnya KOperasi, Perseroan 
Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD).  
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70), yang selanjutnya 
disebut Undang Undang BUMN. Undang Undang BUMN membedakan BUMN 
menjadi dua jenis yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum sesuai Pasal 
9 Undang Undang BUMN. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut 
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang BUMN. 
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2, mendefinisikan Perusahaan Perseroan sebagai 
BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 
Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Undang Undang BUMN 
Pasal 1 angka 4 juga memberikan pengertian bahwa Perusahaan Umum 
merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas 
saham yang memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu tinggi namun juga tetap bertujuan  mengejar 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sehingga dapat dilihat 
bahwa walaupun dilakukan pembedaan bentuk BUMN menjadi Perseroan dan 
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Perusahaan Umum, namun kedua-duanya tetap memiliki tujuan pendirian yang 
sama yaitu mengejar keuntungan layaknya perusahaan pada umumnya (swasta). 
 
3. PT. Perusahaan Listrik Negara  (Persero) 
Salah satu BUMN berbentuk Persero adalah Perusahaan Listrik Negara 
yang selanjutnya disebut PT. PLN Persero. Sebagai penyelenggara usaha 
penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133) yang selanjutnya disebut Undang-
Undang Ketenagalistrikan. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Ketenagalistrikan 
mengatur bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 
Milik Daerah yang secara jelas dimaksud BUMN adalah PT. PLN Persero. 
 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero adalah Badan Usaha Milik 
Negara yang menangani aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Penyaluran 
tenaga listrik ke pelanggan merupakan tugas pokok dari PT. PLN (Persero). PT. 
PLN Persero memiliki sejarah panjang dalam industri ketenagalistrikan di 
Indonesia. Maksud dan tujuan pendirian PT. PLN (Persero) dapat ditemukan 
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan 
Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan, yaitu 
sebagai berikut : 
1) Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 
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2) Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang 
memadai dengan tujuan untuk: 
(a) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan 
merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. 
(b) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai perkembangan 
penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat 
3) Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik 
4) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan 
tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.27 
Sejarah Ketenaga listrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, 
ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk 
keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi 
perusahaan untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda 
yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang 
tenaga listrik. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik 
tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 
Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-
pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah 
Republik Indonesia. 
Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 
membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda, maka dikeluarkan 
Undang-Undang No.86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang 
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nasionalisasi perusahaan Belanda dan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1958 
tentang nasionalisasi Perusahan Gas dan Listrik Milik Negara.  
Dengan Undang-Undang tersebut, maka seluruh perusahan listrik milik 
Belanda berada di tangan Indonesia. Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia 
mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surut perjuangan bangsa 
Indonesia. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian di kenal dengan Hari Listrik dan 
Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 27 
Oktober 1946 di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) 
Yogyakarta. erangkat untuk pertama kalinya.  
Penetapan secara resmi pada tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik 
dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 
20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik yang terjatuh pada tanggal 3 Desember. Mengingat 
pentingya semangat dan nilai-nilai Hari Listrik, maka berdasarkan keputusan 
Menteri Pertambangan dan Energi No. 1134K/43.PE/1992 tanggal 31 Agutus 
1992, ditetapkanlah tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional. 28 
D. Keselamatan Kerja 
1. Defenisi Keselamatan Keja 
 Adapun keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya 
yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerj/buruh dari 
risiko-risiko akibat penggunaan alat dan bahan berbahaya/beracun ditempat kerja. 
Iman Soepomo berpendapat bahwa Keselamatan kerja adalah : 
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“Aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja/buruh atas bahaya 
kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang 
menggunakan alat/mesin dan/atau bahan pengolah berbahaya” 
Iman Soepomo memperkenalkan istilah keamanan kerja yang menurutnya 
lebih tepat daripada istilah keselatan kerja, oleh karena peraturan-peratuan bidang 
keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja yang 
disebabkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan/diolah sehingga buruh 
dapat bekerja dengan amaan, bukan sekedar menyematkan pekerja/buruh 
bersangkutan jika terjadi kecelakan.29 
Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan 
yang terajdi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. 
Kecelakaan industri secara umum dapat diartikan :” suatu kejadian yang tidak 
diduga semula dan tidak dihendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur 
dari suatu aktivitas”. Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab 
musababnya demikian pula kecelakan industri/kecelakaan kerja ini, dimana ada 
empat faktor penyebabnya, yaitu : 
1) Faktor Manusianya 
Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, 
salah penempatannya misalnya tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi 
Menengah (STM) akan tetapi ditemptkan dibagian tata usaha. 
2) Faktor Materialnya/bahanya/peralatannya 
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Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih 
murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat 
menimbulkan kecelakaan. 
3) Faktor bahaya/sumber bahaya, ada dua sebab : 
a) Perbuatan berbahaya ; misalnya karena metode kerja yang salah, 
keletihan/kelesuan, sikap kerja yang tida sempurna dan sebagainya. 
b) Kondisi/keadaan berbahaya; yaitu keadaan yang tidak aman dari 
mesin/peralatan-peralatan, lingkungan proses, sifata pekerjaan. 
4) Faktor yang dihadapi; misalnya kurangnya pemeliharaan/perawatan 
mesin-mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.30  
2. Pentingnya Keselamatan Kerja 
Kesehatan dan keselamatan kerja diperlukan seiring dengan perkembangan 
insdustri yang membawa serta penggunaaan berbagai alat, mesin, instalasi dan 
bahan-bahan berbahaya maupun beracu. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya 
bertujuan untuk memudahkan pekerja/buruh dalam melakukan pekrerjaannya 
kerap justru menimbulkan peningkatan risiko kerja dalam proses 
penggunaan/pengerjaaannya. Risiko yang langsung berakibat bagi pekerja/buruh 
pada umunya adalah risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada 
tingkat tertentu dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja sehingga 
kelangsungan pekerjaan/ penghidupan pekerja/buruh dan keluarganya tidak lagi 
dapat dipertahankan. Disisi lain, terdapat risiko bagi pengusaha berupa 
kemungkinan terjadinya berbagai kerusakan di lingkungan kerja dalam kaitannya 
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dengan kelangsungan aset dan alat-bahan produksi serta timbuknya biaya-biaya 
kompensasi.31 
 Menurut Soepomo dalam Asikin (1993:76) Perlindungan tenaga kerja 
dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut.32 
1) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 
penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga erja tidak mampu bekerja diluar 
kehendaknya. 
2) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan 
kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk 
berorganisasi. 
3) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan 
kerja dan keselamatan kerja.  
Ketiga jenis perlindungan diatas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan 
sebaik-baiknya oleh penguasa sebagai pemberi jasa. Jika pengusaha melakukan 
pelanggaran, maka dikenakan sanksi.33 
Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi 
pekerja/buruh dari risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksannan 
pekerjaan, khususnya risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan 
yang lain lebih umum adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak 
(pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah) dalam konteks pelaksanaan kesehatan 
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dan keselamatan kerja. Tujuan berikutnya meningkatkan level kesehatan dan 
keselamatan kerja pekerja/buruh, sehingga produktivitas kerja juga ikut 
meningkat. Tujuan keempat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk memelihara kelangsungan pekerjaan. 
Berikutnya adalah untuk mengurangi kerugian-kerugian yang timbul akibat 
terjadikan kecelakaan maupun penyakit kerja dan untuk mempertahankan 
kelangsungan kegiatan usaha pengusaha.34 
 Kecelakaan adalah kejadian yg tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. 
Tak terduga karna dibelakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, 
lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.tidak diharapkan karna peristiwa 
kecelakaan  disertai dengan kerugian material ataupun penderitaan dari yang 
paling ringan sampai yang paling berat,baik bagi pengusaha dan pekerja/buruh. 
Bagi pekerja buruh kerugian ekonomis yang pada umum nya pada penderitaan 
bagi pekerja buruh yang dapat saja berupa luka,cidera berat maupun ringan yang 
dapat membutuhkan biaya untuk pengobatan. 
Kecelakaan kerja maksudnya adalah kecelakaan yang berhubungan dengan 
hubungan kerja pada suatu perusahaan. Berhubungan dengan hubungan kerja 
adalah kecelakaan tersebut bersumber atau berasal dari perusahaan yang umum 
nya 35 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
 Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau 
penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan 
gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara dan penelitian lapangan (field 
research) dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian. Penelitian 
deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 
keadaan, gejala atau suatu kelompok tertentu36. Dalam penelitian ini peneliti akan 
mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pegawai atau pekerja perusahaan 
milik negara serta bagaimana penerapannya K3 dalam lingkungan pegawai 
dengan langsung  mewawancarai pegawai dibidang Distribusi dan Tehnik di 
perusahaan tersebut. Penelitian ini pelaksanaannya dilakukan di Kantor PT PLN 
Wilayah VIII Sulselrabar Jl. Hertasning Kota Makassar dikarenakan Judul 
Penelitian berfokus kepada Perlindungan Hukum Pegawai Perusahan PT.PLN 
dalam hal Keselamatan Kerja. 
B. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. 
Secara yuridis dengan mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hukum 
pegawai perusahaan milik negara dalam menjamin hak individunya dalam 
melakukan pekerjaannya dalam hal ini keselamatan kerja serta bagaimana 
kedudukan pegawai perusahaan milik negara dimata hukum. 
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Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan 
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari segi 
penerapan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu 
dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait sehubungan dengan objek 
penelitian ini yaitu penerapan perlindungan hukum dalam keselamatan 
kerja bagi pekerja  di PT. PLN  
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen berupa 
laporan  ataupun literatur yang telah ada sebelumnya yang berhubungan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dalam 
masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh 
data-data ,maka  penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 
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a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari referensi-referensi yang 
berkaitan dengan penelitian ini yakni berupa buku, dokumen-dokumen, 
jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
b. Wawancara (Interview), yaitu mengadakan pengumpulan data dengan 
wawancara yang mendalam terhadap beberapa narasumber yakni Staf  
Bagian Teknik dan Distribusi Kantor PT PLN Wilayah VIII Sulselrabar 
Kota Makassar.  
F. Instrumen Penelitian  
 Instrumen  Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari 
informan sebagai sumber data penting dalam penelitian. Instrumen dalam 
penelitian ini yakni pedoman wawan cara atau daftar pertanyaan yang diajukan 
dalam melakukan wawancara 
G. Metode  Pengolahan Data dan Analisis Data  
 Penelitian ini menggunakan analasis data kualitatif yang menggunakan 
analisis deskriptif, dimana penganalisaan data yang telah dikumpulkan dari 
responden atau narasumber yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan 
dokumentasi serta melakukan observasi. Dan data yang telah dianalisis 
dikumpulkan dan akan ditampilkan dalam gambaran umum dari hasil penelitian. 
 
 
 
 
36 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar  
 1. Sejarah Singkat PLN dan Kelistrikan di Kota Makkasar 
Pada Tahun 1914 Dibangun pembangkit listrik yang pertama di Makassar 
menggunakan mesin uap yang dikelola oleh suatu lembaga yang disebut 
Electriciteit Weizen berlokasi di Pelabuhan Makassar. Tahun 1925 Dibangun 
Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2 MW di tepi sungai 
Je‟neberang daerah Pandang-Pandang, Sungguminasa dan hanya mampu 
beroperasi hingga tahun 1957. Tahun 1946 dibangun Pusat Listrik Tenaga Diesel 
(PLTD) yang berlokasi dibekas lapangan sepak bola Bontoala yang dikelola 
N.V.Nederlands Gas Electriciteit Maatschappy (N.V.NEGEM). Tahun 1949 
Seluruh pengelolaan kelistrikan dialihkan ke N.V.Ovesseese Gas dan Electriciteit 
Gas dan Electriciteit Maatschappy (N.V.OGEM) 
Kemudian Tahun 1957 Pengusahaan ketenagalistrikan di kota Makassar di 
nasionalisasi oleh Pemerintah RI dan dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) Makassar namun wilayah operasi terbatas hanya di kota Makassar dan 
daerah luar kota Makassar antara lain,  Majene, Bantaeng, Bulukumba, 
Watampone, dan Palopo untuk pusat pembangkitnya ditangani oleh PLN Cabang 
luar kota dan pendistribusiannya oleh PT. MPS (Maskapai untuk Perusahaan-
Perusahaan setempat). PLN Makassar inilah kelak merupakan cikal bakal PT.PLN 
(persero) Wilayah VIII sebagaimana yang kita kenal dewasa ini. Tahun 1961 PLN 
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Pusat membentuk unit PLN Exploitasi VI dengan wilayah kerja meliputi Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar. Tahun 
1973 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 
01/PRT/1973 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan 
Umum, PLN Exploitasi VI berubah menjadi PLN Exploitasi VIII. Tahun 1975 
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik mengeluarkan Peraturan Menteri 
No. 013/PRT/1975 sebagai pengganti Peraturan Menteri No. 01/PRT/1973 yang 
didalamnya disebutkan bahwa perusahaan mempunyai unsur pelaksana yaitu 
Proyek PLN Wilayah. Oleh karena itu, Direksi Perum Listrik Negara menetapkan 
SK No. 010/DIR/1976 yang mengubah sebutan PLN Exploitasi VIII menjadi PLN 
Wilayah VIII. 
Pada Tahun 1994 Berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 maka status PLN 
Wilayah VIII berubah menjadi Persero maka juga berubah namanya menjadi 
PT.PLN (Persero) Wilayah VIII. Perubahan ini mengandung arti bahwa PLN 
semakin dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Tahun 2001 Sejalan 
dengan kebijakan rekstrukturisasi sektor ketenaga listrikan, PT. PLN (Persero) 
Wilayah VIII diarahkan menjadi strategic Business Unit/Investment Centre dan 
sebagai tindak lanjut, sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 
01.K/10/DIR/2001 tanggal 08 Januari 2001, PT. PLN (Persero) Wilayah VIII 
berubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Sulawesi Selatan dan Tenggara 
11. Tahun 200x Wilayah Sulsel & Sultra. Dan Terakhir Tahun 2006 Berubah 
menjadi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan 
Sulawesi Barat. 
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2. Visi dan Misi PT.  PLN (Persero) Wilayah VIII Sulselrabar 
a) Visi 
Diakui sebagai perusahaan kelas Dunia yang bertumbuh kembang, 
unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.  
b) Misi 
1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan 
pemegang saham. 
2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat. 
3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 
ekonomi. 
4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
c) Motto 
Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. 
3. Struktur Organisasi 
Sebagai perusahaan Negara yang bergerak di bidang kelistrikan 
mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan batas-batas tugas 
dan tanggung jawab serta hak dari setiap tingkatan jabatan dalam 
lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar itu 
sendiri, ini dimaksudkan agar setiap karyawan PT PLN mengetahui 
sampai dimana hak dan kewajibannya serta kepada siapa ia harus 
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bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini 
sangat penting untuk menghidari kerancuan di dalam PT PLN (Persero) itu 
sendiri. 
a) Pembagian Tugas 
Organisasi merupakan alat yang dibentuk untuk mencapai tujuan 
perusahaan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka 
panjang. Sementara itu struktur organisasi mencerminkan pembagian tugas 
dari berbagai bagian yang terdapat dalam organisasi tersebut, agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas oleh para karyawan 
b) Tugas dan Tanggung Jawab 
Berdasarkan pada skema struktur organisasi, maka pembagian tugas 
dan tanggung jawab penulis hanya mencantumkan beberapa bidang saja, 
sebagai berikut: 
1) General Manager 
Bertanggung jawab atas pengadaan usaha, melalui optimalisasi 
seluruh sumber daya secara efisien, efektif dan sinergis serta menjamin 
penerimaan hasil penjualan tenaga listrik, peningkatan kualitas 
pelayanan, peningkatan profit serta iklim kerja yang produktif. 
2) Manajer Bidang perencanaan  
 Bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan kerja, sistem 
manajemen kerja, perencanaan investasi dan pengembangan aplikasi 
sistem informasi untuk mendukung upaya pengusahaan tenaga listrik 
yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya 
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pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan 
kerja. 
Adapun uraian tugas ini adalah: 
1. Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja. 
2. Menyusun metode evalusi kelayakan investasi dalam melakukan 
penilaian finansialnya. 
3. Menyusun program pengembangan aplikasi sistem informasi  
4. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 
5. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 
6. Menyusun laporan manajemen di bidangnya. 
3) Manajer Bidang Pembangkit 
Bertanggung jawab atas penyusunan strategi, standar operasi dan 
pemeliharaan, standar desain konstruksi dan kebijakan manajemen 
termasuk keselamatan ketanagalistrikan untuk menjamin kontinyitas 
pengusahaan tenaga listrik dengan efesiensi serta mutu dan keandalan 
yang baik dan dukungan logistik bagi operasional pengusahaan tenaga 
listrik di unit pelaksana. 
Adapun uraian tugas dari bidang ini adalah : 
a. Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan sistem 
pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi serta membina 
penerapannya. 
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b. Menyusun standar untuk penerapan dan pengujian peralatan 
pembangkit, transmisi dan distribusi serta standar opersi dan 
pemeliharaan sistem pembangkit, transmisi dan jaringan 
distribusi. 
c. Menyusun standar desain dan kriteria konstruksi pembangkit, 
transmisi, jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta 
membina penerapannya. 
d. Melakukan pengendalian susut energi listrik dan gangguan 
pada sistem pembangkitan, transmisi, distribusi serta saran 
perbaikannya. 
e. Menyusun metoda kegiatan konstruksi dan administrasi 
pekerjaan serta membina penerapannya. 
f. Menyusun kebijakan manajemen sistem pembangkitan, 
transmisi dan jaringan distribusi. 
g. Menyusun kebijakan manajemen pengadaan dan perbekalan 
pembangkitan, transmisi dan distribusi serta membina 
penerapannya. 
h. Menyusun kebijakan manajemen lingkungan dan keselamatan 
ketenagalistrikan serta membina penerapannya. 
i. Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi 
operasi pembangkitan, transmisi dan jaringan distribusi. 
j. Menyusun, memantau dan mengevaluasi ketentuan data induk 
pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi. 
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k. Musulan RKAP yang terkait dengan bidangnya. 
l. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.  
 
4) Manajer Bidang Teknik 
a. Perencanaan oporasi distribusi;  
b. Lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan;  
c. Pelayanan teknik;  
d. Perencanaan pemeliharaan distribusi;  
e. Konstruksi;  
f. Logistik 
5) Bidang Niaga & Pelayanan Pelanggan 
Bertanggung jawab atas upaya pencapaian target pendapatan dari 
penjualan tenaga listrik, pengembangan pemasaran yang berorientasi 
kepada kebutuhan pelanggan serta transaksi pembelian tenaga listrik 
yang meberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta ketersediaan 
standar pelaksanaan kerja dan terciptanya interaksi kerja yang baik 
antara unit-unit pelaksana. 
Adapun uraian tugas dari Bidang Niaga ini adalah : 
a. Menyusun: 
1) Ketentuan dan strategi pemasaran. 
2) Perencanaan penjualan energi dan rencana pendapatan. 
b. Mengevaluasi harga jual beli tenaga listrik. 
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c. Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik. 
d. Menegosiasikan harga jual beli tenaga listrik. 
e. Menyusun: 
1) Strategi pengembangan pelayanan pelanggan. 
2) Standar dan produk pelayanan. 
3) Ketentuan Data Induk Pelanggan (DIL) dan Data Induk 
Saldo (DIS). 
4) Konsep kebijakan sistem informasi pelayanan 
pelanggan. 
f. Melakukan pengendalian DIS dan oponame saldo piutang. 
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan kepada 
pelanggan tertentu, antara lain TNI/POLRI dan intansi 
vertikal. 
h. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun 
rencana penyempurnaannya. 
i. Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana. 
j. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta 
pengaturannya. 
k. Membuat usulan RKAP bersama dengan Bidang Perencanaan 
dan Bidang lainnya. 
l. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 
m. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 
n. Menyusun laporan manajemen di bidangnya. 
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6) Bidang Keuangan 
Bertanggung jawab atas penyelenggaran atas pengelolaan anggaran 
dan keuangan unit usaha sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen 
keuangan yang baik, pengeloalaan pajak dan asuransi yang efektif 
serta penyajian laporan keuangan dan akuntansi yang akurat dan tepat 
waktu. 
Adapun tugas dalam bidang keuangan ini adalah : 
a. Menyusun kebijakan anggaran dan proyeksi keuangan 
perusahaan. 
b. Mengendalikan anggaran investasi dan anggaran operasi. 
c. Mengendalikan aliran kas pendapatan. 
d. Mengendalikan aliran kas pembiayaan. 
e. Melakukan pengelolaan keuangan. 
f. Melakukan analisis dan evalusi laporan keuangan unit-unit. 
g. Menyusun laporan keuangan konsolidasi. 
h. Menyusun laporan rekonsoliasi keuangan. 
i. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan 
asset. 
j. Melakukan pengelolaan pajak dan asuransi. 
k. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya. 
l. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 
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m. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 
n. Manyusun laporan manejemen di bidangnya. 
 
7) Manajer Bidang SDM & KHA 
1. Sumber Daya Manusia 
 Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan 
manajemen SDM dan Organisasi, administrasi kepegawaian dan 
hubungan industrial untuk mendukung kelancaran kerja organisasi. 
Adapun tugas dari Bidang SDM dan Organisasi ini adalah : 
a. Mengelola: 
1) Pengembangan organisasi dan manajemen. 
2) Pengembangan sumber daya manusia. 
3) Manajemen sumber daya manusia. 
4) Administrasi dan data kepegawaian. 
b. Melakukan analisis dan evalusi jabatan. 
c. Membina hubungan industrial. 
d. Membuat usulan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 
yang terkait dengan bidangnya. 
e. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 
f. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 
2. Komunikasi, Hukum dan Adminstrasi 
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Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan 
administrasi kesekretariatan, komunikasi masyarakat dan hukum, 
dan pengelolaan keamanan, sarana dan prasarana kantor serta 
pembinaan lingkungan untuk mendukung kelancaran kerja 
organisasi. 
Adapun tugas dari Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi ini 
adalah : 
a. Mengelola. 
b. Serifikasi asset. 
c. Dekomentasi dan perpustakaan. 
d. Administrasi kesekretariatan, protokol dan rumah tangga kantor 
induk. 
e. Mengelola. 
f. Komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan. 
g. Fasilitas dan prasarana kerja. 
h. Sistem keamanan dan pengamanan kantor. 
i. Mengelola program bina/peduli lingkungan. 
j. Melakukan advokasi hukum dan peraturan Perusahaan. 
k. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya. 
l. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 
m. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 
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B.  Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Pegawai PT. PLN 
(Persero) dalam Hal Keselamatan Kerja 
 Mengingat bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas 
keselamatannya dalam melakukan pekerjaan maka pemerintah mengeluarkan UU 
No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hak-hak pekerja sebagaimana yang 
diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 4 huruf c 
yakni,  “Salah satu  tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan 
perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”. Terkhusus 
pula disebutkan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja  tercantum dalam pasal 86 ayat (1) UU No13 
Tahun 2003.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data-data dan wawancara 
dengan staff Bidang K2&K3L Bapak Ayub Nurhadiawan pada tangga 10 Juli 
2018 mengatakan bahwa 
“Untuk hal keselamatan kerja kami memiliki yang namanya Peraturan 
direksi atau Perdir PT.PLN  No.0250 tentang Pedoman Keselamatan 
Kerja, perdir itulah yang menjadi acuan kami dalam melaksanakan 
pekerjaan kami terlebihdalam hal keselamatan kerja.”37 
 
Dari hasil penelitian pada kantor PT. PLN (Persero) Wilayah VIII untuk 
memberi perlindungan kepada pegawai dan tenaga kerja dalam hal keselamatan 
kerja maka mereka perpedoman Peraturan Direksi  PT. PLN (Persero) No.0250 
                                                          
37
 Hasil wawancara dengan Bapak Nurhardiawan Pa tanggal 10 Juli 2018 
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Tahun 2009 tentang Pedoman Keselamatan Kerja dengan tujuan bahwa agar 
keselamatan kerja dilingkungan PT.PLN (Persero) lebih terjamin dengan 
mewujudkan kondisi aman dari bahaya bagi pegawai dan tenaga kerja, maka 
perusahaan wajib memberikan  perlindungan, pencegahan dan penyelesaian 
terhadap terjadinya kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Penyakit 
Akibat Hubungan Kerja (PAHK) yang dapat dialami oleh pegawai dan tenaga 
kerja. 
1. Keselamatan Kerja bagi Pegawai  PT. PLN 
 Keselamatan kerja adalah upaya untuk mewujudkan kondisi aman bagi 
pegawai dan tenaga kerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh adanya 
kegiataan/pekerjaan di instalasi atau kegiatan lain dari Perseroan, dengan 
memberikan perlindungan, pencegahan, dan penyelesaian terhadap kemungkinan 
terjadinya kecelakaan dan PAK/PAHK yang menimpa pegawai dan/atau tenaga 
kerja.38 Maka dengan dikeluarkannya peraturan direksi tersebut dibuatlah suatu 
program kerja yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau 
biasa disebut SMK3 dengan adanya SMK3 ini maka terpenuhi pula hak seorang 
pekerja yakni perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 
 SMK3 adalah suatu sistem manajemen yang dibuat dengan tujuan agar 
setiap pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan menggunakan standar 
keamanan guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dalam melaksanakan 
tugasnya. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 
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 Peraturan Direksi Pasal 1 Ayat (11) No.0250 Tahun 2009 Tentang Pedoman Keselamatan Kerja 
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2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
dalam pasal 5 ayat 1 “Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 
diperusahaanya”, kewajiban menerapkan SMK3 disebuah perusahaan berlaku 
bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 
orang atau memiliki potensi bahaya yang tinggi.  
 Berdasarkan Peraturan Direksi PT.PLN Kecelakaan kerja adalah 
kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit 
yang timbul akibat hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam 
perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah 
melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 
 Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
berlaku Manajemen PT.PL (Persero) Wilayah Sulelrabar berserta jajarannya 
sepakat untuk : 
1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3) dalam menjalankan kegiatan operasional dan 
administrasi pada masing-masing Bidang dengan mengacu pada 
peraturan Pemerintah RI No.50 Tahun 2012 
2. Mencegah terjadinya kecelakan  kerja dan Penyakit Akibat Kerja 
(PAK) serta meningkatkan kehandalan dan kualitas tenaga listrik 
yang optimal sehingga tercapai kepuasan pelanggan. 
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3. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki integritas, Etika dan 
Profesionalisme serta berbasis kompetensi melalui Pelatihan 
Internal dan Eksternal dalam penerapan Sistem Manajemen K3 
4. Melakukan pemenuhan terhadap semua persyaratan peraturan 
perundangan, peninjauan ulang secara berkala dan melakukan 
perbaikan secara berkelanjutan sebagai tindak lanjut pelaksanaan 
Sistem Manajemen K3. 
5. Senantiasa memastikan seluruh kigatan operasionak yang 
berdampak terhadap lingkungan kerja. Terindentifikasi yang diatur 
penanganannya termasuk Bahan Kimia berbahaya. 
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
mendukung Impelentasi Sistem Manajemen K3. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ayub Nurhardiawan pada 
tanggal 11 Juli 2018 beliau mengatakan bahwa 
“pekerjaan yang berpotensi berbahaya yakni pekerjaan yang dilaksanakan 
pada tempat kerja yang berpotensi bahaya atau memiliki sifat pekerjaan 
yakni menggunakan material, peralatan kerja, prosedur kerja yang apabila 
tidak dikendalikan  memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja atau 
penyakit akibat yang timbul karena hubungan kerja yang dialami oleh 
pegawai, seperti pekerjaan dalam  mengoperasikan atau memelihara 
instalasi penyediaan tenaga listrik.”39 
Maka peneliti menyimpulkan bahwa setiap pekerjaan memiliki resiko 
tersediri, namun dalam terlebih dibidang yang berhubungan langsung dengan 
tenaga listrik ini karena tedapat pekerjaan yang sangat berpotensi berbahaya. Jadi 
                                                          
39
 Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadiawan pada tanggal 11 Juli 2018 
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dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas harus sangat teliti dan hati-hati bahkan 
harus memakai alat khusus. 
2. Kegiatan Perlindungan Terjadinya Kecelakaan Kerja dan PAK/PAHK 
 Setiap perusahaan tentu memiliki prosedur dalam menjamin keselamatan 
dan kesehatan para pekerjanya terlebih untuk memberikan perlindungan dalam 
melaksankan sebuah pekerjaan. Adapun  kegiatan perlindungan terjadinya 
kecelakaan kerja dan PAK/PAHK di PT. PLN (Persero) sebagai beikut : 
a. Pelaksana pekerjaan dan Pengawas pekrjan pada pekerjaan yang 
berpotensi bahaya wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya. 
b. Pengawas Pekerjaan dapat berpersan sebagai pengawas K3 dan pegawas 
manuver tegangan (khusus pekerjaa pada instalasi bertegangan listrik). 
c. Sebagai pegawas K3, Pengawas pekerjaan wajib memiliki kompetensi 
dibidang K3 yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi K3. 
d. Pelaksana pekerjaan wajib memiliki izin kerja (working pemit) termasuk 
Dokumen Keselamatan Kerja yang diterbitkan oleh pemilik/pengelola 
instalasi dan digunakan pada setiap pelaksanaan pekerjaan  yang 
berpotensi bahaya , yang sekurang-kurangnya memuat : 
1)  Surat tugas 
2) Daftar nama penaggung jawab pekerjaan, pelaksana pekerjaan dan 
pengawas pekerjaan. 
3) Permintaan izin pelaksana pekerjaan. 
4) SOP (Standing Operating Procedured) pekerjaan. 
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5) JSA (Job Safety Analysis). 
6) Daftar periksa (check list) pengamana instalasi. 
7) Pemeriksaan kesiapan pelaksana pekerjaan sebelum melaksanakan 
perkerjaan ( kondisi jasmani/fisik dan rohani/mental). 
8) Pembagian tugas  pelaksana dan penggunaan APD  
9) Kondisi perkembangan/kemajauan pekerjaan harian (pada waktu 
akan memulai atau mengakhiri pekerjaan harian). Apabila 
pekerjaan memerlukan beberapa regu Pelaksana secara bergantian, 
maka harus dilengkapi dengan dokumen serah terima pelaksana 
pekerjaan antar regu pelaksana. 
10)  Pernyataan pekerjaan selesai (oleh regu pelaksanan pekerjaan 
teakhir) 
11)  Tindakan masuk ke operasi/manuver pemberian tegangan. 
12) Evaluasi keselamatan pelaksana pekerjaan. 
Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan pengumpulan data 
adapun unsur-unsur yang harus dilakukan dalam sistem manajemen keselamatan 
dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap pekerja lapangan dan 
pekerja yang berada dikantor, sebagai berikut : 
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1. Eliminasi 
Tahapan ini betujuan untuk menghilangkan peralatan yang 
mungkin menimbulkan potensi berbahaya dalam tempat kerja  
2. Subtitusi 
Tahapan ini berupa upaya penggantian, renovasi dan  
merencanakan ulang peralatan yang mungkin beresiko bahaya. 
3. Administrasi  
Berupa tahapan pemberian papan penanda apabila terdapat ruangan 
atau tempat, alat yang beresiko bahaya ditempat kerja 
4. Alat Perlindungan Diri 
Apabila terjadi keadaan darurat atau terdapat kejadian yang 
berbahaya datau pekerjaan yang berpotensi tinggi berbahaya maka 
pekerja diwajibkan untuk memakai alat perlindungan diri, namun 
dalam tahapan ini hanya pekerja lapangan yang wajib memakainya. 
 Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa letak 
perbedaan perlindungan yang diberikan dari PLN untuk pekerja yang bekerja 
dikantor dalm pekerja yang bekerja dilapangan hanya terletak pada pemakaian 
APD ( Alat Perlindungan Diri)  bagi pekerja yang bekerja dilapangan atau 
berhubungan langsung dengan sumber listrik sedangkan pekerja yang bekerja 
dikantor perusahaan berkewajiban menjamin keamanan  peralatan yang digunakan 
dalam bekerja. 
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aknal umur 28 tahun 
merupakan salah satu pekerja di PLN yang bertugas di Pembangkit Listrik 
mengatakan : 
 “untuk pekerja yang seperti kami yang pekerjaannya berhubungan 
langsung dengan sumber listrik kami diwajibkan safety dalam bekerja 
yakni memakai alat perlindungan diri seperti helm, sepatu, dan baju yang 
telah disediakan oleh PLN yang memenuhi syarat keselamatan, selain 
pemberian alat perlindungan diri kami juga diwajibkan melakukan cek up 
kesehatan setahun sekali yang dibiayai oleh PLN.”40 
 Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Aswar salah satu personil 
dari PDKB ( Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan ) pada wawancara beliau  
mengatakan  
 “resiko dari pekerjaan kami sangat berbahaya jadi kami diwajibkan 
memakai peralatan yang aman dan alat perlindungan diri yang menjamin 
keselamatan kami dalam bekerja yang disediakan dari kantor.”41  
 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa PLN sangat 
menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjanya dengan memberikan dan 
menyediakan alat perlindungan diri serta melakukan pengawasan dan pengecekan 
peralatan bekerja secara berkala. Dan memberikan jaminan kesehatan kepada 
pekerja guna mengecek kondisi kesehatan dari pekerjanya.  
Sedangkan terkait pekerja PT.PLN yang bekerja di kantor sama halnya 
dengan dengan pekerja dilapangan PLN juga menjamin peralatan yang ada 
dikantor memenuhi syarat keselamatan dan keamanan dalam bekerja, 
sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hasanuddin 50 Tahun staff bidang 
                                                          
40
 Hasil wawancara dengan  Bapak Aknal pada tanggal 9 Agustus 2018  
41
  Hasil wawancara dengan Bapak Aswar pada tanggal 9 Agustus 2018 
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Distribusi dan Teknik mengatakan pada wawancara yang dilakukan, beliau 
mengatakan 
“ dalam melakukan pekerjaan baik didalam kantor maupun diluar kami 
wajib melaksankan pekerjaan sesuai dengan SMK3, dimana kenyamanan, 
keamanan dan keadaan dalam bekerja dipastikan oleh perusahaan aman 
dari kondisi berbahaya, sama halnya dengan pekerja lapangan namun yang 
menjadi pembeda dalam kantor kami tidak menggunakan alat 
perlindungan diri, kecuali apabila kami ditugaskan keluar lapangan.” 
 
3. Penyebab Dasar Terjadinya Kecelakaan Kerja dan PAK/PAHK 
 Semua kejadian yang beresiko menyebabkan celaka atau menimbulkan 
penyakit bagi pegawai merupakan bentuk dari kecelakaan kerja. Faktor penyebab 
terjadinya kecelakaan kerja juga terkadang disebabkan oleh Unsafe Condition atau 
Keadaan berbahaya yakni suatu kondisi yang tidak aman pada tempat kerja, 
lingkungan, alat, sifat dan cara kerja. Ada pula faktor lain yakni Unsafe Act atau 
perilaku berbahaya adalah suatu tindakan dan perilaku yang tidak aman dari 
pekerja atau masyarakat umum  yang dilator belakangi oleh faktor-faktor internal 
seperti sikap dan tingkah laku yang tidak aman, kurang pengetahuan dan 
keterampilan, cacat tubuh yang tidak terlihat dan kelelahan. Hal ini yang 
terkadang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yakni berasal dari 
pegawai atau pekerja itu sendiri karena kurang memperhatikan kesehatan dan 
kondisi tubuh mereka sebelum melakukan pekerjaan. 
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Adapun penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja dan PAK/PAHK dari 
perilaku yang berbahaya (unsafe act) yang merupakan kelalaian dari Pelaksana 
Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan antara lain : 
a. Tidak memiliki kompetensi susai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. 
b. Tidak mengikuti Standard Operation Procedures (SOP) dalam 
melaksanakan pekerjaan. 
c. Tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja dan/atau alat pelindung 
diri (APD) sesuai standard dalam melaksanakan pekerjaan. 
d. Tidak memperhatikan tanda peringatan/larangan atau rambu-rambu tanda 
bahaya pada saat melaksanakan pekerjaan atau berada di tempat kerja yang 
berpotensi berbahaya. 
e. Tidak disiplin (lalai, ogah-ogahan, bersenda-gurau, saling mengejek 
dengan teman sekerja dan lain-lain dapat digolongkan sebagai perilaku 
tidak disiplin) pada saat melaksanakan pekerjaan. 
f. Tidak mengikuti petunjuk atau arahan keselamatan yang diberikan oleh 
Pegawas Pekerjaan atau Pejabat yang berwenang. 
g. Melakukan perbuatan yang membahayakan bagi diri sendiri dan/atau 
orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. 
h. Pengawas Pekerjaan atau Pengawas K3 tidak memberikan petunjuk atau 
arahan keselamatan (Safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan sebelum 
melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya. 
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i. Pegawas Pekerjaan atau Pengawas K3 memberikan pentunjuk atau rahan 
yang salah sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan kerja.42 
Penyebab dasar  terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kondisi 
berbahaya (unsafe condition) yang merupakan kelalaian Manajemen Unit yakni : 
a. Tidak menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan dan/atau Pengawas 
K3 yang memiliki kompetensi dibidang pekerjaannya. 
b. Tidak melengkapi Standing Operation Procedured (SOP) untuk setiap 
pelaksana pekerjaan. 
c. Tidak melengkapi peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi Pelaksana 
Pekerjaan dan/atau Pengawas Pekerjaan untuk pekerjaan yang berpotesi 
berbahaya. 
d. Tidak melaksanakan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan secara berkala 
pada tempat-tempat kerja berpotensi bahaya. 
e. Tidak memberikan pendidikan dan pelatihan keselamatan 
ketenagalistrikan kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pegawas Pekerjaan. 
f. Mempekerjakan Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan yang tidak 
memiliki kompetensi atau tidak sesuai kompetensi pada bidang 
pekerjaannya. 
g. Tidak melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko 
dan tidak membuat Job Safety Analisis (JSA) ditempat yang berpotensi 
bahaya. 
                                                          
42Peraturan Direksi PT.PLN (Persero)  No.0250 Tahun 2009 tentang 
 Pedoman Keselamatan Kerja    
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h. Tidak memasang tanda peringatan/larangan atau rambu-rambu tanda 
bahaya pada tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya. 
i. Tidak melakukan pengujian/melengkapi sertifikat peralatan/instalasi yang 
berpotensi bahaya (ketel,bejana,tekanan, alat angkat, dan sebagainya). 
j. Tidak melakukan pengujian /melengkapi setifikat laik operasi (SLO) untuk 
instalasi tenaga listrik yang beroperasi. 
k. Tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Pelaksana 
Pekerjaan dan Pegawas Pekerjaan yang bekerja pada tempat yang 
berpotensi terjadinya PAK dan/atau PAHK. 
l. Tidak memasang instalasi sistem pencegahan kebakaran (Fire Protection 
System) sesuai standard. 
m. Tidak menyediakan APAR (alat pemadam api ringan), APAT (alat 
pemadam api tradisional), system hydrant, mobil pemadam kebakaran, 
mobil vacuum cleaner. 
n. Tidak menunjuk dan menetapkan Tim pencegahan kabakaran di instalasi. 
Selain dari penyebab kecelakan kerja dan penyebab Penyakit Akibat Kerja 
atau Penyakit Akibat Hubungan Kerja yang telah diuraikan diatas, maka ada 
pula yang disebut penyebab perantara terjadinya kecelakan kerja antara lain : 
a. Listrik 
b. Mekanis 
c. Terjatuh 
d. Tertimpa  
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e. Terjepit 
f. Tertabrak 
g. Kimia 
h. Kebakaran/ Ledakan 
i. Lalu Lintas 
Berdasarkan hasil penelitian berupa pengumpulan data dan wawancara 
pada kantor PT.PLN (persero) Wilayah VIII bahwa perlindungan hukum bagi 
pegawai dan tenaga kerja dalam hal keselamatan kerja yang terdapat dalam 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan dan Undang-
undang No.1 Tahun 1970 diwujudkan oleh PT.PLN dalam suatu Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan diperkuat oleh 
dikeluarkannya Peraturan Direksi PT.PLN No. 0250 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Keselamatan Kerja yang mengatur tentang bagaimana seharusnya 
Perusahaan memberikan hak pegawai dan tenaga kerja dalam hal kselamatan kerja 
dalam melaksanakan pekerjaannya dan bagaimana pula tenaga kerja berkewajiban 
menjaga keselamatannya dalam melaksakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 
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C. Pertanggungjawaban perusahaan PT.PLN  terhadap kecelakaan kerja 
yang terjadi akibat lalainya pekerja akan pentingnya keselamatan kerja 
 Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 
No.609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan 
Penyakit Akibat Kerja menjelaskan bahwa pengertian kecelakaan berhubung 
dengan hubungan kerja mempunyai arti yang luas, sehingga sulit untuk diberikan 
batasan secara konkrit. Namun demikian sebagai pedoman dalam menentukan 
apakah suatu kecelakaan termasuk kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja 
dapat dilihat dari:  
1) Kecelakaan terjadi di tempat kerja;  
2) Adanya perintah kerja dari atasan/pemberi kerja/pengusaha untuk melakukan 
pekerjaan;  
3) Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan; dan/atau  
4) Melakukan hal-hal lain yang sangat penting dan mendesak dalam jam kerja atas 
izin atau sepengetahuan perusahaan.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adapun pertanggung 
jawaban PT.PLN  apabila terjadi suatu kecelakaan kerja, berupa memberikan 
santunan dan jaminan kesehatan atau menanggung biaya atas perawatan yang 
sedang dilakukan terhadap pekerja yang harus mendapatkan perawatan medis 
akibat dari kecelakaan kerja dalam melakasankan pekerjaannya. Sebagaimana 
yang disampaikan Bapak Ayub Nurhadriawan pada wawancara pada tanggal 30 
Juli 2018 
61 
 
“Pemberian santunan diberikan kepada Pekerja yang dinyatakan 
Meninggal Dunia dalam hal ini pihak keluarga, jumlah santunan yang 
diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.”43  
Sebagaimana dalam Peraturan Direksi PT.PLN No.0250 Tahun 2009 yang 
mengatur hak-hak pegawai atas terjadinya kecelakaan kerja yakni : 
1. Pegawai atau tenaga kerjaa yang mengalami kecelakan kerja atau 
mengalami PAK/PAHK diberikan jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS 
Ketenagakerjaan berdasarkan kepersertaan Perseroan pada BPJS 
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Khusus pegawai Perseroan, apabila terdapat selisih kurang dari besaran 
manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan 
yang diatur dalam PKB yang berlaku, maka menjadi beban Perseroan. 
3. Hak untuk menuntut manfaat jaminan kecelakaan kerja menjadi gugur 
apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja. 
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara apabila terjadi kecelakaan kerja 
yang dialami oleh pekerja dari perusahaan yang bekerjasama (mitra) PLN maka 
pertanggungjawaban akan diberikan melalui perusahaan yang menaunginya 
masing-masing sebagaimana yang tercantum dikontrak kerjasama. Sebagaimana 
yang di ungkapkan oleh Bapak Ayub Nurhardiawan pada wawancara  
“ kalau terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja dari mitra PLN maka 
perusahaan yang bersangkutan yang akan memberikan 
pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam kontrak atau 
perjanjian yang telah ditandatangani, namun PLN bertanggungjawab 
memberikan arahan pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan dan 
                                                          
43
  Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadiawan pada tanggal 30 Juli 2018 
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keamanan, serta menyediakan alat dan perlengkapan bekerja, serta alat 
perlindungan diri.”44 
Apabila terjadi suatu kecelakaan kerja maka dilakukan pula  Investigasi 
penyebab terjadinya kecelakaan kerja atau PAK/PAHK. Investigasi dilakukan 
untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja atau PAK/PAHK, 
dan seperti apa penyelesaian akibat kecelakaan kerja atau PAK/PAHK. Investigasi 
dilakukan secara berbeda apabila yang terjadi adalah kecelakaan kerja atau 
Penyakit Akibat Kerja/Penyakit Akibat Hubungan Kerja dan petugas yang 
bertugas menjalankan investigasi wajib mengisi formulir kecelakaan kerja sesuai 
dengan Peraturan Direksi yang berlaku.  
Adapun kegiatan investigasi yang harus dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
1. Apabila terjadi kecelakaan kerja maka Pegawas Pekerjaan atau Direksi 
Lapangan Wajib membuat Laporan Kecelakaan dan dilaporkan kepada 
Pimpinan Unit Perseroa, dengan tembusan Direksi Pekerjaan, Ketua Tim 
P2K3 Unit dan Pejabat K2 Unit selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender 
setelah terjadinya kecelakaan. 
2. Investigasi Oleh Tim P2K3 Unit Pelaksana : 
Kecelakaan yang menyebabkan pegawai atau tenaga kerja tanpa 
luka/menderita luka ringan dengan jumlah korban sebanyak-banyaknya 3 
(tiga) orang, maka Pimpinan Unit Pelaksana wajib menugaskan P2K3 Unit 
Pelaksana dengan melampirkan formulir kecelakaan kerja sesuai aturan yang 
berlaku untuk melakukan investigasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah 
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 Hasil wawancara denga Bapak Ayub Nurhardiawan pada tanggal 9 Agustus 2018 
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menerima informasi adanya kecelakaan dari Pengawas Pekerjaan atau Direksi 
Lapangan dan P2K3 Unit Pelaksana Wajib membuat Berita Acara Investigasi 
Kecelakaan sesuai aturan yang berlaku. 
 
3. Investigasi Oleh Tim P2K3 Unit Induk : 
Kecelakaan yang menyebabkan pegawai atau tenaga kerja menderita luka 
ringan dengan jumlah korban lebih 3 (tiga) orang atau mengalami luka 
berat/cacat/tewas/ meninggal  setelah memperoleh perawatan medis, maka 
Pimpinan Unit Induk wajib menugaskan P2K3 Unit Induk  dengan mengisi 
Formulir yang sesuai Peraturan Direksi yang berlaku untuk melakukan 
invetigasi, selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja setelah menerima adanya 
kecelakan kerja dari Pengawas Pekerjaan atau Direksi Laapangan dan P2K3 
Unit Induk wajib membuat Berita Acara Investigasi Kecelakaan Kerja sesuai 
Peraturan Direksi yang berlaku.45 
Adapun Tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 
dalam melakukan invetigasi terkait kecelakaan kerja dan PAK/PAHK sebagai 
berikut : 
a. Mengumpulkan data dan informasi yang lengkao terkait kecelakaan. 
b. Mengidentifikasi penyebab dasar dan penybab perantara terjadinya 
kecelakaan kerja. 
c. Membuat usulan kesimpulan terkait kasus kecelakaan. 
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 Peraturan Direksi PT.PLN (Persero)  No.0250 Tahun 2009 tentang 
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d. Membuat rekomendasi perbaikan dalam hal menyempurnakan 
persyaratan, sistem dan prosedur kejra agar kecelakaan serupa tidak lagi 
terjadi. 
Setelah melakukan investigasi maka dikeluarkan yang namanya Surat 
Penetapan Kecelakaan yang dilampirkana dengan Berita Acara Investigasi 
Kecelakaan yang wajib dilaporkan oleh Pimpinan Unit Induk kepada PLN Kantor 
Pusat atau Kepala Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan 
Lingkungan (KDIV K3L) dengan tembusan Kepala Divisi Operasi Regional 
(KDIV OR) terkait dan P2K3 Kantor Pusat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja 
setelah Penetapan Kecelakaan.  
Apabila dalam Surat Penetapan Kecelakaan dan berdasarkan haisl 
invetigasi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Investigasi terbukti 
bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian Pengawas Pekerjaan atau 
Kelalaian Manajemen Unit Perseroan, maka  hasil investigasi tersebut oleh KDIV 
K3L akan disampaikan kepada KDIV Talenta untuk dapat diproses pemberian 
sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.  
 Berdasarkan hasil penelitian berupa pengumpulan data dan wawancara di 
atas adapun bentuk pertanggungjawaban PT.PLN apabila terjadi seuatu peristiwa 
kecelakaan kerja maka PT.PLN akan memberikan tanggungan terhadap pegawai 
yang mengalami kecelakaan kerja berupa memberikan Jaminan Kesehatan dan 
dan perawatan medis serta memberikan tunjangan sesuai ketentuan peraturan yang 
berlaku diperusahaan. Dan setelah terjadinya kecelakaan kerja maka pimpinan PT. 
PLN akan melakukan investigasi penyebab terjadinya kecelakaan kerja apa 
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dengan tujuan agar menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk 
kedepannya jika memiliki peratalan yang rusak atau terdapat pegawai yang lalai 
maka diberikan teguran berupa sanksi disiplin guna menjadi pembelajaran 
terhadap pegawai dan tenaga kerja yang lain untuk lebih displin dan 
memperhatikan kewajiabannya dalam melaksanakan perkerjaan dengan lebih 
teliti. 
Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan Bapak Ayub 
Nurhardiawan yang mengatakan 
“Apabila kecelakaan kerja terjadi akibat lalainya pekerja kami, Perusahaan 
tetap memberikan pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku karena 
menurut kami tidak ada pekerja yang mau kecelakaan dan terlebih mereka 
kecelakaan dalam keadaan melaksanakan tugas atau pekerjaan.” 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pertanggungjawaban terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan akan tetap 
diberikan selama dalam keadaan melaksanakan tugas atau pekerjaan, sedangkan 
pemberian sanksi disiplin akan diberikan sesuai aturan yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis peneltian dan pembahasan, maka penyusun 
menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Apabila seseorang telah menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan 
maka ia telah sepakat dan terikat oleh hukum yang berlaku di perusahaan 
tersebut, serta ia memiliki hak dan kewajiban yanag harus dipenuhi dan 
diperoleh, sesuai yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hukum dalam hal keselamatan kerja 
untuk pegawai atau tenaga kerja terdapat dalam Pasal 86 Ayat 1 huruf a UU 
No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dan PT.PLN telah diwujudkan 
dengan adanya Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) No.0250 Tahun 2009. 
Namun seharusnya dalam pengimplementasian peraturan tersebut harus 
ditingkatkan dan dterapkan sebaik-baiknya baik dari pihak perusahaan dan 
juga bagi pegawai atau pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya harus 
mematuhi ketentuan aturan yang telah ditetapkan di perusahaan. Guna untuk 
menekan tingkat resiko kecelakaan kerja yang mungkin bisa terjadi dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan.  
2. PT.PLN dalam memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan 
ker                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ja dengan memberikan jaminan kesehatan dan perawatan medis serta tujangan 
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apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan pegawai atau pekerja 
sampai meninggal dunia telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Namun harus  terus lebih diperhatikan, mengingat bahwa apabila terjadi 
kecelakaan kerja yang mengakibatkan pegawai atau pekerja sakit atau bahkan 
sampai kehilangan bagian-bagian tubuh tertentu akibat sengatan listrik pasti 
akan sulit dalam melakukan aktivitas sehari-hari terlebih untuk melakukan 
pekerjaan dan membiayai kehidupan sehari-hari dan keluarga. 
B. Saran  
1. Sebaiknya PLN dalam melakukan pengawasan dan pengecekan pekerjaan dan 
perlatan-peralatan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan terus 
ditingkatkan dan dilakukan dengan baik, terlebih yang bekerja dibidang 
Penyedia sumber listrik ( Gardu Induk dan PLTU ) serta bidang penyalur 
jaringan listrik baik yang bertegangan rendah maupun bertegangan tinggi 
karena resiko kecelakaan kerja pada bidang tersebut sangat besar terjadi 
karena terhubung langsung dengan sumber tegangan listrik yang berpotensi 
berbahaya bagi keselamatan pegawai atau pekerja. 
2. Sebaiknya untuk pertanggungjawaban sebaiknya pihak perusahaan juga 
mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang proses pemberian 
pertanggungjawaban dari perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja dan 
penyelesaiannya. 
 
.  
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